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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang adil, bersih, jujur harus disikapi dengan sistematis dan
serius. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan legislatif,
eksekutif dan yudikatif harus mempunyai“komitmen bersama untuk
menegakan good governancedan clean government. Dengan adanya komitmen
pemerintah untuk mewujudkan good governancedan clean government, maka
kinerja terhadap pembangunan organisasi pemerintah menjadi perhatian
pemerintah untuk dibenahi’ salah satunya dengan sistem pengawasan yang
efektif. Pelaksanaan tugas pokok organisasi, tidak akan tercapai dengan baik
apabila faktor pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan apa yang
direncanakan. Pengawasan yang belum tepat akan berdampak kepada
efektivitas pelakasanaan pengawasan yang belum sesuai dengan apa yang
diharapkan.Maka dari. itu, diterapkanlah petunjuk yang'akan dilakukan untuk
menunjang efektivitas perencanaan pengawasan (Situmorang dan Juhir, 1994).

Dasar hukum vyang dapat dijadikan acuan didalam pelaksanaan
pengawasan yaitu mengacu pada Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintahan No. 20
Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata



Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan
Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang mana harus
ada suatu objek yang diawasi seperti program kegiatan baru pengawasan
tersebut dapat berjalan.Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintahan (PP) No. 79 Tahun
2005 Pasal 1 Ayat 1 yang mengatakan bahwa ‘“Pengawasan atas
penyelenggaraan-pemerintahan:daerahradalahiproses kegiatan yang ditujukam
untuk menjamin agar pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang
ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengawasan akan percuma tanpa adanya tindakan perbaikan, jika di dalam
pengukuran hasil ditemukan keadaan yang tidak sesuai dengan standar yang
direncakan. Maka dari itu, pengawasan harus melakukan tindakan perbaikan
untuk mengetahui apakah adanya Kketidakberesan dan pengawasan
berkewajiban melaporkannya kepada bihak yang berwenang apabila
ditemukan.

Selain itu, fungsi pengawasan juga dilakukan dengan memperhatikan
pelaksanaan fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian,
dan pelaksanaan.Salah satu fungsi pengawasan yang efektif yaitu pengawasan
fungsional, Karena setiap penyimpangan yang terjadi akan lebih mudah dan
cepat untuk diketahui.Didalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen
tersebut, secara otomatis juga akan menunjang pencapaian tugas pokok

lainnya yang sesuai dengan apa yang direncanakan (Manullang, 1983).



Untuk pelaksanaan pembentukan kualitas aparatur pemerintahan
ditunjuklah Inspektorat selaku badan pengawasan internal pemerintah
Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pengawas kinerja pemerintah terhdap
kegiatan pembangunan, kepegawaian serta pelayanan terhadap masyarakat
agar terciptanya pemerintahan yang good governance dan clean government
di daerah. Pengawasan internal merupakan seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan-tugas: sertaifungsi‘organisasi, didalam-rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan
tolak ukur yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
kepala pemerintahan didalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Salah satu faktor utama didalam menunjang keberhasilan pelaksanaan
pengendalian internal yaitu: efektifitas peran Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP). Oleh karena itu, APIP harus terus melakukan perubahan
dalam melaksanakan kinerjanya untuk memberi nilai tambah terhadap
kementrian negara/lembaga serta penyelenggara pemerintah daerah. Ini
sejalan dengan  peran pengawasan ‘internal . untuk mendorong peningkatan
efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola organisasi. APIP
juga memiliki tugas melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP) seperti yang diamanatkan didalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Begitu juga dengan pelaksanaan pengawasan pemerintahan pada
Inspektorat Kabupaten Solok Selatan sebagai salah satu lembaga pengawasan

internal pemerintahan yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan



dan melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang diatur didalam Peraturan Bupati Solok Selatan No0.37 Tahun
2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok
Selatan.Dalam melaksanakan pengawasan terhadap perangkat daerah di
lingkungan pemerintahan Kabupaten Solok Selatan, Inspektorat Daerah
Kabupaten Solok Selatan melakukan pengawasan yang terbagi atas audit,
pemantauan, reviu serta evaluasi sesuai dengan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT). s

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis
tertarik untuk mempelajari dan mengetahui mengenai pelaksanaan
pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai
Aparat Pengawas Internal, Pemerintah, serta sebagai pengimplementasian
teori yang telah didapatkan pada perkuliahan dan menuangkannya ke dalam
laporan magang dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI
INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL

PEMERINTAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN”



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka
penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat

Kabupaten Solok Selatan?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat

Kabupaten Solok Selatan?
3. Faktor-faktor,-apal’saja yang\ mempengaruhi--pengawasan pada

Inspektorat Kabupaten Solok Selatan?

1.3 Tujuan Kegiatan Magang
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan magang
ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pengawasan
pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan
2. Untuk mengentahui bagaimana efektifitas pelaksanaan pengawasan
pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan
3. Untuk ‘mengetahui faktor-faktor apa 'saja‘yang mempengaruhi

pengawasan pada inspektorat Kabupaten Solok Selatan

1.4 Manfaat Magang
Manfaat yang diberikan selama proses kegiatan magang berlangsung
dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik



Dengan adanya praktek magang ini, hasil dari laporan magang ini
diharapkan dapat menjadi referensi, sumber pengetahuan, rujukan,
serta acuan bagi pembaca mengenai Inspektorat Daerah sebagai
APIP.

2. Bagi Praktisi
Dengan adanya praktek magang ini, hasil dari laporan magang ini
diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan masukan

mengenai Inspektorat Daerah sebagai APIP.

1.5 Tempat dan Waktu Magang
Adapun kegiatan magang yang akan dilaksanakan di Inspektorat

Kabupaten Solok Selatan terhitung waktu selama 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan
Didalam sistematika penulisan untuk Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5
bab dimana masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN
Pada bab iniakan diuraikan mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat kegiatan
magang, waktu dan tempat kegiatan magang, serta
sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang
berhubungan dengan Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas

Internal Pemerintah.



BAB Il

BAB IV

BAB V

GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum kantor
Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai pelaksanaan pengawasan
Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai aparat
pengawas internal pemerintah.

PENUTUP?

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan penulis serta saran
yang diberikan kepada kantor Inspektorat Daerah

Kabupaten Solok Selatan.



BAB Il

LANDASAN TEORI

2.1 FUNGSI MANAJEMEN
Fungsi manajemen merupakan kegiatan yang dilaksanakan agar

tercapainya kegiata yang sudah di tetapkan dengan cara yang telah diatur
sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan yang di inginkan tercapai
secara tertib, efektif dan efisien.Terry (2008), mengatakan bahwa terdapat 4
fungsi manajemen Seba’gai bevrikut:

1. Perencanaan (planning)

2. Pengorganisasian (organizing)

3. Pelaksanaan (actuating)

4. Pengawasan (controlling)

2.2.1 Perencanaan (planning)

Secara umum perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang paling
utama didalam fungsi manajemen dan merupakan urutan kegiatan paling
awal.Perencanaan adalah proses dasar bagi organisasi untuk memilih
sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya.Perencanaan sangat
diperlukan didalam organisasi, karena perencanaan merupakan proses
dasar manajemen dalam mengambil sebuah keputusan serta tindakan
(Sulasmi, 2020)

Menurut Alam (2006) perencanaan adalah proses untuk menentukan
tujuan serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar tercapainya
tujuan tersebut.Sedangkan menurut Terry (1975), perencanaan merupakan

sesuatu pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta
8



menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang
diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.Lebih lanjut
menurut Siagian (1994), perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran
dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di
masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditentukan.

Berdasarkan pengertian perencanaan menurut, para-ahli diatas, dapat
disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses penyusunan rencana
dengan menetapkan atau menetukan tahapan-tahapan apa saja yang
diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.Berdasarkan tingkatan
manajemen, perencanaan dibagi menjadi tiga jenjang perencanaan.Pertama
top level management, pada jenjang ini perencanaan bersifat lebih bersifat
strategis, yaitu memberi petunjuk umum, merumuskan tujuan, mengambil
keputusan dan memberi petunjuk pola penyelesaian, dan bersifat
menyeluruh.Kedua middle level ~management, pada jenjang ini
perencanaan lebih bersifat administratif,menyangkut cara-cara menempuh
dan bagaimana tujuan dari perencanaan itu dapat dilaksanakan.Ketiga low
level management, pada jenjang ini perencanaan lebih memfokuskan
untuk menghasilkan, sehingga perencanaan mengarah pada pelaksanaan
atau operasional (Alam, 2006)

Dalam menentukan sebuah perencanaan, terdapat jenis-jenis
perencanaan Yyang perlu diperhatikan dalam menentukan sebuah

rencana.Karena jenis rencana tersebut dapat menetukan apakah seuah



rencana tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau
malah sebaliknya.Menurut Salam (2004) terdapat jenis-jenis perencanaan
sebagai berikut:
1. Kebijakan adalah pernyataan atau pengertian umum yang
memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan
2. Anggaran adalah suatu ikhtiar dari hasil yang diharapkan dan
pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut
dinyatakan dalam ‘kesatuan-orang
3. Prosedur adalah suatu rangkaian tugas yang mewujudkan urutan
waktu dan rangkaian yang harus dilaksanakan
Perencanaan yang dilakukan secara baik dan maksimal, maka akan
menghasilkan suatu rencana yang baik pula dengan emperhatikan syarat-
syarat perencanaan berdasarkan kesepakatan bersama.Menurut Hasibuan
(1995), terdapat beberapa syarat perencanaan sebagai berikut:
1. Merumuskan terlebih dahulu masalah yang akan direncanakan
2. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data dan fakta
3. Menetapkan beberapa alternatif

4. Memutuskan suatu keputusan yang menjadi rencana

2.2.2 Pengorganisasian (organizing)

Setelah perencanaan, langkah kedua dari fungsi manajemen ialah
pengorganisasian.Menurut  Siagian (1983), pengorganisasian adalah
keseluruhan  pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas,
kewenangan dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu

organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kegiatan kesatuan yang
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telah ditetapkan.Pengorganisasian adalah sebuah aktivitas atau kegiatan
penataan sumber daya manusia yang tepat serta bermafaat bagi manajemen
dan menghasilkan penataan dari karyawan.Terdapat beberapa hal pokok
yang harus diperhatikan di dalam pengorganisasian (Pratama, 2020)
1. Menentukan arah dan sasaran satuan organisasi
2. Menganalisis beban kerja masing-masing organisasi
3. Membuat job description(uraian pekerjaan)
4. Menentukan; ;seseofrang' atau’ karyawan _yang--berdasarkan atas
pertimbangan arah dan sasaran, beban kerja dan uraian kerja dari
masing-masing satuan organisasi.
Menurut Alam (2006), didalam pengorganisasian terdapat 4 hal penting
yang perlu diperhatikan yaitu, unsur organisasi, manfaat pengorganisasian,
fungsi pengorganisasian dan bentuk organisasi.
1. Unsur Organisasi
a. Sekolompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama
b. Melakukan kegiatan yang telah ditetapkan
c.- Kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan
2. Manfaat Pengorganisasian
a. Memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan
perusahaan

b. Menciptakan spesiasialisasi dalam melaksanakan tugas

c. Anggota organisasi mengetahui tugas-tugas yang akan
dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan

3. Fungsi Pengorganisasian
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a. Adanya pendelegasian wewenang dari manajemen puncak
kepada manajemen pelaksana
b. Adanya pembagian tugas yang jelas
c. Memiliki  manajer puncak yang professional untuk
mengkoordinasikan seluruh kegiatan
4. Bentuk Organisasi
a. Organisasi garis, adalah bentuk organisasi dimana wewenang
pimpinan_ langsung ditujukan’kepada bawahan.
b. Organisasi garis dan staf, adalah bentuk organisasi yang memberi
wewenang pada pimpinan untuk memberi komando pada
bawahan dan pimpinan dibantu staf didalam pelaksanaan

tugasnya.

2.2.3 Pelaksanaan (actuating)

Menurut Wiestra, dkk (2014), pelaksanaan adalah usaha-usaha yang
dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah
dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat
yang diperlukan,. siapa- yang akan -melaksanakan, dimana tempat
pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.Pelaksanaan ini merupakan
fungsi manajemen untuk menggerakan orang-orang agar bekerja sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan.Berdasarkan teori Maslow seseorang
dapat digerakan jika sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan sebagai
berikut:

1. Kebutuhan Fisiologis, Kebutuhan ini berhubungan dengan kebutuhan

yang sifatnya fisik seperti sandang, pangan dan papan.
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2. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan, Kebutuhan ini meliputi
kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik serta
emosi.Kebutuhan ini didapatkan setelah kebutuhan fisoligis
terpenuhi

3. Kebutuhan sosial, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak
bisa hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang
lain.Kebutuhan social ini meliputi kebutuhan ingin diterima di
lingkungannya, + kebutuhan > ingin) «dihargai,kebutuhan untuk
diperlakukan secara adil.

4. Kebutuhan akan prestise (harga diri), kebutuhan ini merupakan hak
untuk dapat memperoleh atau meraih pengakuan dari oranglain.

5. Kebutuhan aktualisasi diri, Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk
mengembangkan, meningkatkan potensi serta kemampuan yang ada

pada diri sendiri agar dapat menjadi orang yang lebih baik lagi.

2.2.4 Pengawasan (controlling)

Menurut Henry Fayol, didalam bukunya yang berjudul “General
Industrial Management - mendefinisikan- pengawasan sebagai tindakan
meneliti apakah segala sesuatunya telah tercapai atau berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan.Tujuan dilakukannya pengawasan
yaitu mengusahakan agar apa yang direncanakan sesuai dengan yang
diharapkan.Maka dari itu, agar sistem pengawasan benar-benar efektif
setidaknya sistem pengawasan harus dapat segera melaporkan jika terdapat

penyimpangan-penyimpangan dari rencana.Agar terciptanya pengawasan
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yang efektif, menurut Handoko (1999) sistem pengawasan harus

memenuhi Kriteria tertentu sebagai berikut (Manullang, 1982).

1

N

w

4

5

Mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar
Tepat waktu

Biaya yang efektif

Akurat

Dapat diterima oleh yang bersangkutan

Pengawasan terdiri’ 1atas: ! beberapa\ jenis, ,jenis-pengawasan dapat

dibedakan berdasarkan fungsi ataupun tempatnya. Menurut Anang dan

Budi (2018) terdapat beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan,

yaitu:

1.

Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang
atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang
bersangkutan.Sedangkan pengawasan ekstern yaitu pemeriksaan
yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar unit

organisasi yang diawasi.

. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan
terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan,
sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.Pengawasan ini
dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya
penyimpangan pelaksanaan keuangan Negara yang akan

membebakan dan merugikan Negara lebih besar.Sedangkan
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pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap
suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.Pengawasan ini
biasanya dilakukan di akhir tahun anggaran.

3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan di tempat
kegiatan yang bersangkutan.Pengawasan pasif adalah pengawasan
yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-
surat--pertanggung jawaban -\yang 1 disertai--dengan bukti-bukti
penerimaan dan pengeluaran.

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimaigheid) dan
pemeriksaan kebenaran materiil menngenai maksud tujuan
pengeluaran (doelmatigheid) yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari
terjadinya “korupsi, penyelewengan dan pemborosan anggaran
Negara yang tertuju pada aparatur atau pengawas negeri.”Dengan
dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan
pertanggungajwaban ranggaran dan. kebijakan agar dapat berjalan
sebagaimana direncanakan.

Instruksi ~ Presiden  Repubik  Indonesia Nomor 1  Tahun
1989,menegaskan mengenai jenis-jenis pengawasan.Adapun jenis-jenis
pengawasan berdasarkan Instruksi Presiden tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Melekat
Pengawasan meleta yaitu pengawasan yang dilakukan melalui

penggarisan  struktur  organisasi, perincian  kebijaksanaan
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pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi
pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan, rencana kerja yang
menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan melalui
prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pelaporannya serta
melalui pembinaan personil.

2. Pengawasan Fungsional
Pengawasan fungsional vyaitu kebijakan pengawasan yang
digariskan. .olehi Presiden,> Kegiatan;, pengawasan dilaksanakan
berdasarkan rencana atau program kerja pengawasan tahunan.

3. Pengawasan Masyarakat
Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh
masyarakat yang dipilih untuk mengawasi jalnnya suatu kegiatan
seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

4. Pengawasan Legislatif
Pengawasan legislatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh

lembaga legislatif

2.2 MEKANISME PENGAWASAN PEMERINTAH
Agar terjaminnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perlu dikalukan
pengawasan.Pengawasan dilakukan oleh pihak yang berwenang, baik pihak
eksternal ataupun pihak internal.dari pihak eksernal yang mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia (BPK-RI), sedangkan untuk pihak eksternal yang mengawasi
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penyelenggaraan pemerintahan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP).Berdasarkan PP SPIP atau Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah daerah, pada ketentuan pasal
47 PP SPIP yang menyatakan:

1) Menteri pimpinan lembaga, gubernur dan bupati walikota
bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing

2) Untuk-memperkuat’dan' menujang efektivitas-Sistem Pengendalian
Intern sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi  pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan
negara

b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP

Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan:
Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a
dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Kemudian ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (1) bahwa:
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (1) yang terdiri atas:

1. BPKP

2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern

3. Inspektorat Provinsi

4. Inspektorat Kabupaten Kota
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2.2.1 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPKP diatur dalam
Peraturan BPKP RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengawasan
Intern.Sebagaimana disebutkan pada pasal 6, tahapan pengawasan intern
terdiri atas:

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Komunikasi hasil:pengawasan‘intenn; dan

4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern
Dijelaskan pada pasal 8 mengenai perencanaan pengawasan intern bahwa:

1. dalam melakukan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam

pasal 4 ayat (1), BPKP menetapkan rencana umum pengawasan
intern atas Program PEN yang dilaksanakan oleh BPKP dan APIP

2. Rencana umum pengawasan inten sebagaimana ruang lingkup

pengawasan terkait dengan pelaksanaan Program PEN yang
dilaksanakan oleh BPKP dan APIP

3. Selain melaksanakan  pengawasan ; intern sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), APIP dapat menyusun rencana pengawasan intern
atas pelaksanaan Program PEN sesuai kewenangannya
Dijelaskan pada pasal 9 mengenai pelaksanaan pengawasan intern bahwa:
1. Pelaksanaan pengawasan intern Program PEN dilakukan ole BPKP
dan APIP sesuai dengan rancana umum pengawasan intern

sebgaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)
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2.

3.

Pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) mencakup identifikasi, analisis, pengujian, evaluasi, dan
pendokumentasian informasi yang memadai untuk mencapai tujuan
pengawasan

dalam hal dibutuhkan, BPKP dan APIP dapat bekerjasama dalam

pelaskanaan pengawasan intern Program PEN

Kemudian dijelaskan pada pasal 10 mengenai komunikasi hasil

pengawasan-intern.bahwa::

1.

3.

Pimpinan APIP menyampaikan hasil pengawasan intern kepada
menteri pimpinan lembaga kepala daerah yang bersangkutan dan
kepala BPKP

Laporan hasil pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada kepala BPKP paling lamabat 3 (tiga) hari
kerja setelah penerbitan laporan hasil pengawasan intern oleh APIP
Apabila diperlukan, BPKP dapat melakukan Kklarifikasi dan
meminta penjelasan atas hasil pengawasan intern pelaksanaan

Progran PENoleh APIP apabila diperlukan

Kemudian dilanjutkan dengan pasal 12 yang menyatakan:

1.

BPKP menggunakan hasil pengawasan intern APIP sebagaiman
dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) untuk menyusun laporan
pengawasan internatas Program PEN

BPKP menyampaikan laporan hasil pengawasan intern atas
Program PEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

Presiden dan atau Menteri Keuangan
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2.2.2 Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemeritah, pasal 53 ayat
(1) dijelaskan bahwa Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara
fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan
keuangan kementerian negara atau lembaga sebelum disampaikan menteri
atau pimpinan Iembaga keb}ada Menteri Keuangan:

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah daerah, pasal 11 mengenai tata cara
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah bahwa:

1. Menteri mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional

2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian,
pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi

3. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan melibatkan seluruh kementrian teknis, lembaga
pemerintah, nonkementerian dan pemerintah daerah

4. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) dilaksanakan oleh menteri , kementerian teknis,

lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah
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2.2.3 Inpektorat Provinsi

Mekanisme pengawasan Yyang dilakukan oleh penyelenggaraan

pemerintah dilakukan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT), sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor

23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas

Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang menyatakan:

1)

2)

3)

4)

Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan
pemerintah \daerah Kabupaten/dan Kota-dikoordinasikan oleh
Inpektur Jenderal.

Rencana Pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari
tumpang tindih dan pemeriksaan berulangulang serta
memperhatikan efisiensi _dan efektifitas dalam penggunaan
sumber daya pengawasan.

Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri dalam Negeri.

2.2.4 Inspektorat Kabupaten

Mekanisme pengawasan Yyang dilakukan oleh penyelenggaraan

pemerintah dilakukan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT), sebagimana diatur pada ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 23
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Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah daerah yang menyatakan:

1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah Kabupaten dan Kota dikoordinasikan oleh
Inpektur Provinsi.

2) Rencana Pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) dengan berpedoman padakebijakan-pengawasan.

3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari
tumpang tindih dan pemeriksaan berulangulang serta
memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan
sumber daya pengawasan.

4) Rencana pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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BAB Il

GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Solok Selatan

3.1.1 Keadaan Geografis dan Administratif

Kabupaten Solok Selatan secara geografis berada diantara 01° 1713’ -
01° 46’ 45” Lintang Selatan dan 100° 53°24” - 101° 26’ 27 Bujur Timur.
Kabupaten Solok 'Selatari’ terdiri atas 7 Kecamatan yaitu, Kecamatan
Sangir, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir Balai Janggo,
Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo
dan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dengan 98 Nagari serta 215
Jorong. Kabupaten Solok, Selatan memiliki luas kurang lebih 3.346,20
Km?2 yang didominasi oleh hutan negara sekitar 36,53 persen. Kabupaten
Solok Selatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Solok di sebelah
Utara, Kabupaten Dhamasraya di sebelah Timur, Kabupaten Kerin
Provinsi Jambi disebelah Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan di sebelah
Barat.

Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Solok sebagai
Kabupaten induk yang beribukota di Arosuka yang diresmikan pada tahun
2004. Pusat pemerintahan/lbu kota pada Kabupaten Solok Selatan
ditetapkan di Padang Aro berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003. Pada saat
pemekaran, secara administratif Kabupaten Solok Selatan berasal dari

sebagian wilayah Kabupaten Solok yang pada saat itu terdiri dari 5
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Kecamatan yaitu Sangir Batang Hari, Sangir Jujuan, Sangir, Sungai Pagu,

serta Koto Parik Gadang Diateh dengan 39 Nagari serta 144 Jorong.

3.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Solok Selatan
Visi dari Kabupaten Solok Selatan adalah terwujudnya Solok Selatan
sebagai salah satu destinasi terbaik di Indonesia berdasarkan keunggulan
produk wisata yang berkualitas, berwawasan budaya, berwawasan
lingkungan, berkelanjutan dan menjadi salah satu pendorong tumbuhnya
ekonomi rakyat' Solok Svélatan.Sedangkan Misk dari Kabupaten Solok
Selatan adalah :

1. Mewujudkan destinasi pariwisata Solok Selatan yang berbasis
budaya, lingkungan, kreatif dan inovatif, maju berkembang ,
Religius dan mampu menggerakan peningkatan perekonomian
masyarakat yang berkelanjutan.

2. Mewujudkan sadar wisata bagi seluruh masyarakat Kabupaten
Solok Selatan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian

dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor kepariwisataan.

3.2 Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Solok Selatan
Inspektorat Kabupaten Solok Selatan, yang dipimpin oleh Inspektur
berada bertanggungjawab kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris
Daerah. Tugas Pokok InspektoratKabupaten Solok Selatan adalah membantu
Bupati Solok Selatan dalam bidang pengawasan. Dalam menyelenggarakan
tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten Solok Selatan memiliki 4

fungsi, yaitu :
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Perencanaan Program Pengawasan

Perumusan Program Pengawasan

Perumusan Kebijakan dan Fasilitas Pengawasan

Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas

Pengawasan

Dalam menjalankan tugas beserta fungsinya Inspektorat Kabupaten Solok

Selatan memiliki beberapa kewenangan, yaitu sebagai berikut :

1.

Melakukan . pemeriksaan -terhadap) tugas Pemerintah  Kabupaten
Solok Selatan yang meliputi Pemerintahan, Agraria, Keuangan,
Perlengkapan dan Peralatan, BUMD, Pembangunan, Kesatuan
Bangsa dan  Perlindungan = Masyarakat, = Perekonomian,

Kesejahteraan Masyarakat dan Aparatur.

. Melakukan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten

Solok Selatan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Bupati
sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.
Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau

sewaktu-waktu dari setiap'tugas perangkat daerah.

. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang

hambatan, penyimpangan/penyalahgunan tugas perangkat daerah.
Pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan

Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

(Sumber:Renstra Inspektorat Kabupaten Solok Selatan)
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3.2.1 Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Solok Selatan
Adapun Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Solok Selatan yang
mengacu pada dasar hukum :
1. Permendagri No.64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kab/Kota
2. Perda Kabupaten Solok Selatan No.6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Solok-Selatan;

Visi :

“Menjadi Inspektorat yang profesional dalam rangka mendukung
terwuudnya kepemerintahan yang baik dan bersih”

Misi:

1. Memberikan konstribusi nyata dalam mewujudkan rangka
pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembinaan SDM yang
berkelanjutan

2. Mewujudkan sistem dan'budaya birokrasi yang profesional melaui

perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan yang profesional
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3.2.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Solok Selatan
Inspekorat Kabupaten Solok Selatan Mempunyai struktur organisasi
berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang terdiri atas :
1. Inspektur
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
b.-Subbagian Wmum-dan Kepegawaian
3. Inspektur Pembantu Wilayah | terdiri dari :
Jabatan Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
4. Inspektur Pembantu Wilayah 11 terdiri dari :
Jabatan Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
5. Inspektur Pembantu Wilayah 11 terdiri dari :
Jabatan Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
6. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Auditor
b. Pengawas - Penyelenggara: Urusan Pemerintah di Daerah

(P2UPD)
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Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Solok Selatan

Inspektur

Sekretaris

Sub Bagian Perencanaan dan
Keu

Sub Bagian Umum dan
Pegawai

Inspektgr Pembantu Inspektur Pembantu Wilayah Il PLT Inspektorat Pembantu
Wilayah | Wilayah 11

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

3.2.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Tugas pokok dan uraian tugas Inspektorat Kabupaten Solok Selatan
diatur dalam Peraturan Bupati Solok Selatan No.37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, - Susunan _Organisasi, Tugas 'dan; Fungsi Serta Tata Kerja
Inspektorat, sebagai berikut :
A. Inspektur
(1) Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan
mengawasi  pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenagna Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Inspektur menyelenggarakan fungsi :
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. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat sesuai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang
pengawasan

. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan
bidang pengawasan

~Pelaksanaan‘tugas | pembantuan, dari, pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi

. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati

. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset

. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan
kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga

. Pelaksaan pembinaan, pengawasan dan pengednalian produk

hukum sesuai dengan bidang tugasnya

i. /Pelaksanaan . pembinaan; pengawasan - dan pengendalian

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

j. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk

hukum sesuai dengan bidang tugasnya

. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan inspektur pembantu

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya
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(3) Uraian tugas Inspektur sebagai berikut :

a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Inspektorat

b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana
Kinerja (RENJA)

c. Merumuskan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan
lainnya sesaui bidang tugasnya

d. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peratura
perundangan-undangan- ‘yang 1 berkaitan-dengan lingkup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

e. Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan,
pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan
Inspektur Pembantu

f. Mengoordinasikan Kkegiatan penagawasan dengan aparat
pengawas lainnya berdasarkan  Ketentuan Peraturan
Perundangan-Undangan agar terwujudnya sinkronisasi di
bidang pengawasan

g. /Mengarahkan \perumusan: kebijakan teknis. pengawasan dan
memfasilitasi tugas-tugas pengawasan

h. Mengajukan  rancangan perencanaan  Program  Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk selanjutnya ditetapkan
dengan Keputuan Bupati

i. Membina aparatur pengawas dalam kegiatan pengawasan

sesuai dengan Ketentun Perundang-Undangan agar pencapain
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hasil pelaksanaan tugas pengawasan dapat lebih efisien dan

efektif

j. Mengarahkan penyelenggaraan pengawasan berdasarkan

Ketentuan Peraturan Perundanga-Undangan demi tercapainya
pelakasanaan tugas tepat sasaran

. Memantau, memonitor, mengevaluasi dan mengkoordinasi
pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

~Mengevaluasi \*kegiatan “pengawsan_, berdasrkan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan guna mengetahui keberhasilan
pelaksanaan tugas pengawasan secara komprehensif
.Mempelajari, memahami dan melakasanakan peraraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedman dalam pelaksanaan tugas

. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati

. Melaksanakan koordiansi dengan sekretaris daerah dan isntansi
terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya

./Membagi tugas, meberi -petunjuk, menilai- dan mengevalusi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugs dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekerataris Daerah

. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapt berjalan

lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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s. Pelaksanaan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh

pimpinan sesuai bidang tugasnya

B. Sekretaris
(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan
dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi
di ingkungan Inspektorat
(2) Untuk-melaksanakan. fugas pokok 'sebagaimana-dimaksud pada ayat
(1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
a. Koordinasi Penyusunan rencana, program, anggaran di
Inspektorat
b. Pemberian , dukungan  administrasi  yang  meliputi
Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Kerumah tanggan,
kerjasama hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
c. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas adminitrasi
e. /Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
f. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
(3) Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan perencanaan operasional pelakasanaan

kegiatan program kerja pada Sekretaris Inspektorat

32



b. Menyelenggarakan pembagian tugsa kepada Kepala Sub
Bagian perencanaan dan keuangan dan Kepala Sub Bagian
umum dan kepegawaian, sesuai dengan bidang dan tugas
masing-masing

c. Menyelenggarakan pengarhan pelaksanaan tugas kepada
bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan

d.-Menyelenggarakan kegiatan dibidang
kerumahtanggaan/umum, pembinaan administrasi
kepegawaian, keuangan  dan  penataan  organisasi
ketatalaksanaan, hukum dan penyusunan program, mnitoring
dan evaluasi

e. Menyelenggarakan penyiapan bahan/data untuk menyusun dan
menyempurnakan kebijakan di bidang kerumah
tanggaan/umum, surat menyurat, pembinaan administrasi
kepegawaian, “keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan
produk-produk hukum

f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan program jangka
menengah tahunan Inspektorat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan standar yang ditetapkan

g. Menyelenggarakan  koordinasi  penyusunan bahan dan

penyiapan anggaran Inspektorat
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h. Menyelenggarkan koordinasi pelaksanaan penatausahaan
keuangani. Menyelenggarakan koordinasi pelayanan dan
penyiapan bahan atas pengawasan

i. Menyelenggarakan administrasi keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar
yang ditetapkan

j~-Menyelenggarakan | penigkatan, mutu -dan-profesionalisme
sumber daya manusai Sesuai dnegan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan standar yang ditetapkan

k. Menyelenggarakan  pelaporan dan  pertangungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Inspektorat
sesuai standar yang ditetapkan

I. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan seuai bidang tugasnya

Sekretaris terdiri atas :
a). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
(1) Sub bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas
melaksanakan Koordinasi penyusutan perencanaan, pengelolaan
keuangan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebgaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan

fungsi :
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. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program
kerja sekretariat

. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi,
menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta
melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan
dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan

~Perencanaa, 1 Ipelaksanaan,\ | pengendalian,-. evaluasi dan
pelaporan kegiatan sub bagian

. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari
irban

. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kkinerja
Inspektorat

. Pelaksanaan penyusunan resnra Inspektorat

. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran
Inspektorat

. /Penyusunan program kerja tahunan Inspektorat

I. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerka Instansi

Pemerintah (LAKIP) Inspektorat

j. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan

dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi
keuangan  yang  meliputi  evaluasi  semester  dan

pertanggungjawaban
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k. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian
dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di
lingkungan Inspektorat

|. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Inspektorat

m. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ)
Keuangan Inspektorat

n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan;sesuai bidang-tugasnya

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagai
berikut :

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian
Perencanaan dan Keuangan

b. Melakukan 'penyiapan bahan koordinasi dan penyusuna
rencana program di bidang pengawasan

c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi- dan penyusunan
anggaran di bidang pengawasan

d. Melakukan  penyiapan.’ bahan  penyusunan. pedoman teknis
pelaksanaan kagiatan tahunan dibidang pengawasan

e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan
revidi anggaran

f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian program

data dan statistik di bidang pengawasan
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g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang pengawasan
h. Melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang pengawasan
i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian
kegiatan Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
J. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan
k. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan, penerimaan
negara-bukan, jpajak, ;pengujian dan, penerbitan surat perintah
membayar
I. Melakukan urusan gaji pegawai
m. Melakukan administrasi keuangan
n. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan
dokumen keuangan
0. Melakukan penyusunan laporan keuangan
p. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan
hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan
dan ganti rugi
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai bidang tugsnya
b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset
penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi

umum yang menjadi tanggung jawab Inspektorat.
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada ayat (1),

Sub bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan program Kkerja sub bagian sesaui dengan program

kerja sekretariat

. Pengumpulan, pengolahn data dan informasi, menginvenarisasi

permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan
permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan
administrasi umum

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan kegitana sub bagian

. Pelaksanaan administrasi kepegawaian

Pelaksanaan, pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan,
perpusatakaan,komunikasi,
pengetikan/penggandaan/pendistribusian  serta  penerimaan
tamu, kehumasan dan protokoler

Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta

kebersihan kantor.dan:lingkungan

. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi

. Pengelolaan perpustakaan Inpektorat

Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas,
keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang

lainnya
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J. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan,
pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan,
perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja

k. Penyelenggaraan analisi dan  pengembangan  Kinerja
Inspektorat dan

I. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai bidang tugasnya

(3)Uraian-tugas Kepala::Sub ! Bagian' Umumy dan Kepegawaian, sebagai
berikut :

a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat

b. Melaksanakan  penyusunan perencanaan/program  Kkerja
Sekretariat dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian

c. Melaksanakan penyusunan dna pengolahan data kepegawaian

d. Melakasanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangakt,
kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa
kerja dan pemberian. pengharagaan, serta-tugas/ijin belajar,
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ struktur, fungsional
dan teknis

e. Melaksanakan penyusunan/penyiapan bahan pembinaan
dsiplin pegawai, pengembangan karier dan mutasi serta
pemberhentian pegawai

f. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan

kesejahteraan pegawai dan jabatan dilingkungan Inspektorat
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. Melaksanakan pembinaan tenaga fungsional
. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan dinas

i. Melaksanakan  penyusunan  bahan  rancangan  dan

pendokumentasian peraturan perundang-undangan

j. Melaksanakan  administrasi/penatausahaan,  penerimaan,

pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip
~Melaksanakan'penggandaan naskah dinas

. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat

. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan
umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat,
barang bergerak dan barang tidak bergerak

. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan
lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban,
keindahan keamanan dan layanan kantor

./Melakukan . penyusunan /Rencana  Kebutuhan Barang Unit
(RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)

. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan,
penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik
negara

. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi
penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor

. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian aset
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v

Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi

barang

~—+

Melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring

kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

u. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan

v. Melaksanakan penyerasian ketikan naskah dinas

w.-Melaksanakan'koordinasi-dengan unit kerja-terkait

X. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan sesuai bidang tugasnya.

C. Inspektur Pembantu Wilayah |
(1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu Inspektur

dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan pada perangkat daerah sebagai berikut :

a. /Sekretaris Daerah

b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

d. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah
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h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

j. Kecamatan Sungai Pagu

k. Kecamatan Sangir Batang Hari.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Inspektur Pembantu Wilayah | menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
Inspektur;Rembantu Wilayah' |

b. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang menjadi
kewenangan Inspektur Pembantu Wilayah |

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektur
Pembantu Wilayah I

d. Pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah |

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah |,sebagai berikut :

a. /Mengoordinasikan .\penyusunan Rencana_Kerja (RENJA) di
Inspektur Pembantu Wilayah |

b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu
Wilayah |

c. Mengoordinasikan penyusunan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya di Inspektorat Pembantu Wilayah |

d. Merumuskan program dan kegiatan pengawasan keuangan,

barang, kepegawaian Inspektur Pembantu Wilayah |
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e. Menggordinasikan pelaksanaan pengawasan yang menjadi
kewenangan Inspektur Pembantu Wilayah |
f. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian
tugas pengawasan
g. Mengkoordinir dan mengevaluasi hasil
pemeriksaan/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas
serta membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor di
wilayahnya
h. Mengkoordinir dan mereviuw naskah hasil pemeriksaan dan
laporan hasil pemeriksaan di wilayahnya
i. Melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut
hasil pemeriksaan di wilayahnya
J. Melakukan penilaian prestasi kerja terhadap auditor dalam
penugasan pelaksanaan pengawasan
k. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa, dan
mengevaluasi program dan pelaporan
I. /Menyampaikan laporan’ hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan.
D. Inspektur Pembantu Wilayah 11
(1) Inspektur Pembantu Wilayah Il mempunyai tugas membantu Inspektur
dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkanpelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintah pada perangkat daerah sebagai berikut :

a. Sekretariat DPRD
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b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan
Lingkungan Hidup

d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

f. Dinas pariwisata dan Kebudayaan

g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

h.-Badan Pengelolaan Keuangan/Daerah

i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

j. Kecamatan Sangir

k. Kecamatan Sangir Balai Janggo.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Inspektur Pembantu Wilayah Il menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
Inspektur Pembantu Wilayah 11

b. Penyelenggaraan . kegitan ~ pengawasan yang menjadi
kewenangan Inspektur Pembantu Wilayah 11

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat
Pembantu Wilayah Il

d. Pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Pembantu Wilayah 11

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Inspektorat Pembantu Wilayah 11, sebagai berikut :
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. Menggordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di
Inspektorat Pembantu Wilayah 11

. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu
Wilayah 11

. Mengoordinasikan penyusunan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala
bentuk pelaporan lainnya di Inspektur Pembantu Wilayah 11

. Merumuskan program dan kegiatan pengawasan keuangan,
barang, kepegawaian nspektunPembantu-Wilayah 11

. Menggordinasikan pelaksanaan pengawasan yang menjadi
kewenangan Inspektur Pembantu Wilayah 11

. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian
tugas pengawasan

. Mengkoordinir dan mengevaluasi hasil
pemeriksaan/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas
serta membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor di
wilayahnya

./Mengkoordinir: dan' mereviuw, naskah hasil pemeriksaan dan

laporan hasil pemeriksaan di wilayahnya

i. Melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut

hasil pemeriksaan di wilayahnya

j. Melakukan penilaian prestasi kerja terhadap auditor dalam

penugasan pelaksanaan pengawasan
. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa, dan

mengevaluasi program dan pelaporan
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I. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan
E. Inspektur Pembantu Wilayah 111
(1) Inspektur Pembantu Wilayah Il mempunyai tugas membantu
Inspektur dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan
melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan
urusan pemerintahan pada perangkat daerah sebagai berikut :
a.-Inspektorat
b. Dinas Kesehatan
c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
d. Dinas Perhubungan
e. Dinas Komunikasi dan Informatika
f. Dinas Pertanian
g. Badan Kepegawaian dan Pengendalian Sumber Daya Manusia
h. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD)
I. [Kecamatan PauhiDuo
J. Kecamatan Sangir Jujuan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Inspektur Pembantu Wilayah 111 menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
Inspektur Pembantu Wilayah 111
b. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang menjadi

kewenangan Inspektur Pembantu Wilayah 111
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c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektur
Pembantu Wilayah 11l

d. Pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah 11l

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah 111 sebagai berikut :

a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di
Inspektur;pembantu’ wilayah 1l

b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu
Wilayah 111

c. Mengoordinasikan penyusunan LPPD, LKPJ, LKIP, dan
segala bentuk pelaporan lainnya di Inspektur Pembantu
Wilayah 111

d. Merumuskan program dan kegiatan pengawasan keuangan,
barang, kepegawaian Inspektur Pembantu Wilayah 111

e. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan yang menjadi
kewenangan Inspektur Pembantu Wilayah TH

f. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian
tugas pengawasan

g. Mengkoordinir dan mengevaluasi hasil
pemeriksaan/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas
serta membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor di

wilayahnya
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h. Mengkoordinir dan mereviuw naskah hasil pemeriksaan dan
laporan hasil pemeriksaan di wilayah
i. Melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut
hasil pemeriksaan di wilayahnya
J. Melakukan penilaian prestasi kerja terhadap auditor dalam
penugasan pelaksanaan pengawasan
k. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan
mengevaluasi program dan pelaporan
I. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
kepada atasan
F. Kelompok Jabatan Fungsional
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanaan
sebagian kegiatan Inspektorat secara profesional sesuai dengan
kebutuhan
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur
(3) Kelompok Jabatan Fungsional ‘terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
(4) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior
yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan
Inspektorat
(5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis,

kebutuhan dan beban kerja
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(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan

perundang- undangan yang berlaku
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BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Mekanisme pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Solok
Selatan
Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana mekanisme, efektivitas

serta faktor-faktor pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

4.1.1 Langakah-langkah pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Solok Selatan

Dalam melaksanakan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten
Solok Selatan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang telah ditetapkan, berikut merupakan SOP/ proses pengawasan
yang dilakukan oleh Inspektorat Dearah Kabupaten Solok Selatan (flow
chart pemeriksaan kasus dapat dilihat pada Lampiran 1)

1) Kepala Subbagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian
menerima, mencatat pengaduan dan menyampaikan kepada
Sekretaris.

2) Sekretaris menerima pengaduan-dan melanjutkan ke Inspektur.

3) Inspektur menelaah, menggandakan dan diserahkan ke Inpektur
Pembantu (Irban) terkait.

4) Inpektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) membuat tim untuk
melakukan pemeriksaan kasus dengan membuat Nota Dinas
meminta persetujuan Inspektur.

5) Inspektur menyerahkan Nota Dinas dan melakukan pengecekan
kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta
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menyerahkan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk
pembuatan surat tugas.

6) Kasubag Umum dan Kepegawaian membuat draf Surat Tugas
(ST) dan menyerahkan ke Sekretaris.

7) Sekretaris memeriksa draf ST. Jika ada kesalahan, dikembalikan
ke Kasubag Adm. & Umum untuk diperbaiki. Jika setuju, diparaf
dan diserahkan ke Inspektur.

8) Inspektur memeriksa draf>ST.\Jika ada kesalahan, dikembalikan
ke Sekretaris. Jika setuju, ditandatangani dan diserahkan ke
Irbanwil terkait.

9) Irbanwil  melakukan  pemeriksaan  sesuai = dengan ST,
melaksanakan , pemaparan, menyusun draf Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP).

10) Kasubag Perencanaan dan Keuangan memeriksa draf LHP
dikoreksi Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan diteruskan
ke Sekretaris untuk diparaf.

11) Sekretaris - menerima “draf \LHP dan memaraf, selanjutya
diserahkan ke Inspektur.

12) Inspektur menandatangani LHP dan diserahkan ke Sekretaris
untuk diperbanyak dan di distribusikan ke Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) terkait dan diserahkan kepada Irbanwil.

13) Irbanwil menerima sebagai arsip.
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4.2 Efektivitas pelaksanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah

Kabupaten Solok Selatan

Pembahasan pada penelitian ini yaitu ditekankan pada penilaian
efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Solok Selatan. Yang mana penilaian ektivitas pelaksanaan
pengawasan tersebut berdasarkan pada pemeriksaan, pengusutan,
pengujian dan penilaian tugas pengawasan.Indikator penilaian yang
digunakan.dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi.pengawasan, yaitu
ketepatan waktu, obyektif, keakuratan data serta terkoordinasi.Maka dari
itu dalam pembahasan digunakan guna meningkatkan efektivitas
pelaksanaan pemeriksaan, pengujian  dan penilaian  serta
pengusutan.Adapun hasil dari penilaian efektivitas pada masing-masing
pelaksanaan pengawasan’ pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Selatan sebagai berikut:

4.2.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Solok Selatan
Dalam' melaksanakan pemeriksaan, - Inspektorat Daerah Kabupaten

Solok Selatan menekankan pada pengawasan Aparatur dan Sumber daya
Manusia, pengawasan dalam bidang keuangan dan pengawasan dalam
bidang aset.Alasan dilakukannya pemeriksaan yaitu, untuk menilai apakah
ada atau tidak penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan
pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing bidang.Selain itu juga,
dengan dilakukannya pemeriksaan dapat dilakukan tindakan perbaikan

dalam pelaksaan pengawasan jika terjadi penyimpangan.
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Dalam hubungannya dengan uraian diatas maka, disajikan hasil
wawancara dengan bapak Akmal Hamdi selaku Kepala Inspektorat, beliau
mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah
Kabupaten Solok Selatan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang
ada, tetapi kadang seringkali tidak tepat waktu.Salah satu faktornya
yaitu karena kurang nya sumber daya aparatur yang ada di Inpektorat
Kabupaten Solok; 1Selatan “dan: “juga, jkurang--transportasi untuk
menjangkau daerah-daerah yang jauh.”

Selanjutnya wawancara dengan bapak Yance Bastian selaku Sekretaris
Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan mengungkapkan bahwa:
“Pelaksanaan yang dilakukan tenaga pemeriksa pada nyatanya
sudah baik dan 'sesuai dengan prosedur yang ada, tetapi masih
seringkali tidak tepat waktu.Sehinga tidak terlihat fleksibel dengan
situasi yang dihadapi.Terkadang pemeriksaan tersebut sangat
lambat ataupun terlalu cepat dilaksanakan.Alhasil, hasil dari
pemeriksaan tersebut .tidak ‘begitu tepat dengan situasi yang
seharusnya.Ketidaktepatan waktu tersebut kadang dirasakan pada
daerah yang jarak tempuhya cukup jauh dari Kabupaten Solok
Selatan.”
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yance Bastian , ternyata
didalam melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan pelaksanaan
aktivitas pemerintah daerah belum fleksibel dan seringkali tidak tepat

waktu, hal ini disebabkan oleh lambatnya pengumpulan data yang akan
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digunakan sebagai dasar melakukan pemeriksaan.Selain itu, kurangnya
sumber daya aparatur yang ada dan kurangnya transportasi yang
memadai untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh juga menjadi faktor

penyebabnya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pemeriksaan.

4.2.2 Pelaksanaan Pengujian Dan Penilaian Pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan _hasil;; penelitian, mengenai —efektivitas pelaksanaan
pemeriksaan beserta hubungannya dengan fungsi pengawasan yang
sudah dijalankan oleh Inpektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan,
maka penilaian selanjutnya adalah efektivitas pengujian dalam
penerapan fungsi pengawasan terkhusus pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Solok Selatan.

Dalam hubungannya dengan uraian diatas maka, disajikan hasil
wawancara dengan bapak Akmal Hamdi selaku Kepala Inspektorat,
beliau mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pengujian, yang - dilakukan Inpektorat Daerah

Kabupaten Solok Selatan belum akurat, dimana data yang

diperoleh belum valid.Hal ini karena masih ada beberapa bidang

yang mana terjadi penyimpangan belum di lakukan pengujian”

Berdasarkan dari hasil wawancara yang sudah dikemukakan oleh
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan tersebut, maka
salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan pengujian yaitu data

yang tidak akurat, dimana data yang dipeoleh belum dapat dijadikan
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sebagai pedoman didalam melakukan pengujian dan valid.Dan juga
dalam melakukan pengujian dengan sejumlah informasi yang diperoleh
tidak obyektif, yang mana pengujian terhadap sejumlah infoemasi yang
diperoleh tidak sesuai dengan bidang-bidang penyimpangan.Salah satu
faktornya yaitu karena keterbatasan sejumlah informasi yang ada
dilapangan termasuk pada daerah yang terpencil, selain itu juga
kurangnya koordinasi yang terlibat langsung dalam melakukan
pengawasan terhadapikinerja pemerintah daerah.

Kemudian wawancara dengan ibu Yuli Fitri selaku Auditor Ahli
Madya yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pengujian oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Selatan sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan

prosedur yang ada dan berdasarkan standar pengawasan dalam hal

pengujian yang ada.”

Dari beberapa wawancara tesebut maka pelaksanaan pengujian
yang dilakukan masih belum sesuai dengan data yang ada dilapangan,
masih perlu dilakukanuji keaslian data yang disajikan.Bapak Akmal
Hamdi selaku Kapala Inspektorat juga mengatakan bahwa kurangnya
sumber daya aparatur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok
Selatan menjadi faktor penghambat dalam melakukan pengawasan,
tetapi faktor tersebut tidak menjadi alasan untuk Inspektorat tidak
bekerja dengan professional.

Beliau juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pengujian, tidak

terlepas dari OPD selaku pihak yang akan diperiksa karena melihat dari
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kondisi sekarang, yang mana banyak dari pihak-pihak tersebut yang
membandel saat akan diperiksa dan juga dilihat dari wilayah Kabupaten
Solok Selatan yang jangkauannya cukup besar membuat proses
pemeriksaan terlebih pengujian agak terlambat dari jadwal yang sudah
ditentukan mengingat kondisi geografis Kabupaten Solok Selatan.Hal
ini merupakan salah satu faktor penghambat karena jarak tempuh untuk
daerah terpencil yang mengakibatkan kesulitan akses transportasi serta

akses komunikasi.

4.2.3 Pelaksanaan Pengusutan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Solok Selatan

Efektivitas pelaksanaan pengawasan selain, pemeriksaan,
pengujian dan penilaian ditunjang juga dengan adanya pelaksanaan
pengusutan.Maka dari itu, perlu ditunjang dengan adalanya penilaian
mengenai efektivitas pelaksanaan pengusutan dan hubungannya dengan
fungsi pengawasan kinerja Pemerintah daerah.Berikut hasil wawancara
dengan ‘bapak Akmal Hamdi, selaku kepala Inspektorat Daerah
Kabupaten Solok Selatan:

“Salah satu misi dalam melakukan pengusutan yaitu

mempermudah untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan

penyimpangan dan juga penyalahgunaan wewenang baik
berdasarkan temuan hasil pemeriksaan ataupun pengawasan atas

informasi dari berbagai pihak.”
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa
tujuan dari pengusutan yaitu untuk mempermudah dalam melakukan
penyelidikan terhadap pennyimpangan atau penyalhgunaan wewenang
baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan ataupun pengadaan atau
informasi dari berbagai pihak.

Kemudian dapat dilihat dari berbagai hasil pemeriksaan mengenai
aktivitas pelaksanaan pengusutan serta hubungannya dengan
pengawasan maka;akan disajikan hasil/wawancara-dengan ibu Yuli fitri
selaku Auditor Ahli Madya yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan pengusutan telah berjalan dengan baik sesuai dengan

hasil pemeriksaan serta pengujian yang telah dilakukan

sebelumnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan
peneylidikan belum dilakukan secara tepat waktu dan belum
obyektif.”

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, ternyata
didalam melakukan penyelidikan belum tepat waktu.Ini dibabkan
karena /lambatnya . informasi . yang . diperoleh _ dalam melakukan
pemeriksaan serta pengujian dari setiap data yang dijadikan obyek
pengawasan.Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan
pengusutan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan belum tepat
waktu dikarenakan kurang maksimalnya koordinasi serta pengolahan

data.
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4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Pada Inspektorat

Daerah Kabupaten Solok Selatan

Dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan, tentunya tidak luput
dari persoalan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana
pelaksanaan pengawasan tersebut terjadi.Begitu juga pengawasan yang
dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan, terdapat
beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Sumber Daya Aparatuf

Dalam hubungannya dengan uraian diatas, maka berdasarkan
hasil wawancara dengan bapak Akmal Hamdi selaku Kepala
Inspektorat daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu:

“Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah
daerah ditunjang dengan adanya kompetensi aparatur dan
disamping itu juga tersedianya sarana serta prasarana yang
menunjang dalam melakukan pengawasan.Akan tetapi untuk
sumber daya aparatur Inspektorat Derah abupaten Solok Selatan
masih kurang . yang, juga. menyebabkan pemeriksaan yang
dilakukan kurang maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa
pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan
baik jika ditunjang dengan aparatur yang memiliki kompetensi dari
pekerjaan yang ditangani.Dan juga untuk sumber daya aparatur pada

kantor Inspektorat Daerah Solok Selatan sendiri masih kurang.
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Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan sebelumnya,
dapat diketahui bahwa dalam melakukan pelaksanaan fungsi
pengawasan Yyang dilakukan Inpektorat Daerah Kabupaten Solok
Selatan masih belum maksimal, hal ini disebabkan karena salah
saunya yaitu kurang cermatnya petugas dilapangan saat mengkoodinir
segala bentuk penyimpangan yang ada.Dan kurangnya sumber daya
aparatur untuk mengimbangi tugas yang ada, seperti menjangkau
daerah-daerah yang cukup jaoh:

Hal ini menyebabkan dampak terhadap hasil dari pelaksanaan
fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Solok Selatan.Selain itu, data yang diperoleh oleh para
aparatur masih kurang valid serta pemeriksaan di lapangan terkait
pengujian, penilaian dan pengusutan masih terkendala oleh masalah
ketepatan waktu yang dapat dikatan bahwa tidak dapat mengkoordinir
dan juga mengimbangi situasi dan juga kondisi yang ada.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Terkait dengan, faktor.sarana dan prasarana bapak Akmal Hamdi

selaku kepala Inspektorat mengatakan bahwa:

“Penyelenggaraan pengawasan sudah ditunjang oleh adanya

sarana dan prasarana, seperti pelengkapan kantor, komputer, wifi

dan peralatan kantor lainnnya yang mendukung.Tetapi untuk
sarana transportasi masih kurang, terlebih untuk menjangkau ke

daerah-daerah yang jauh.”
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Kemudian wawancara lainnya dengan Bagian Umum dan
Perlengkapan kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu
ibu Yunilda Novianti, beliau mengatakan bahwa untuk perlengkapan
kantor sudah tersedia lengkap.Berdasarkan hasil wawancara yang telah
dilakukan, bahwa perlengkapan yang ada pada kantor Inspektorat
Daerah Kabupaten Solok Selatan sudah tersedia lengkap, tetapi untuk
transportasi masih kurang memadai terlebih untuk menjangkau ke
daerah-daerah -yang, jauh-dan“terpencib.Dengan-demikian hal tersebut
dapat dikatan sebagai faktor yang menunjang terhadap pelaksanaan
pengawasan, karena berhasil atau tidaknya suatu visi dan misi
Inpektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan melakukan pengawasan
yaitu aparatur pengawasan guna mengerjakan pekerjaan pada bidang
pengawasan dan juga tersedianya sarana da juga prasarana yang
memadai guna mendukung aktivitas pengawasan Kinerja pemerintah

dearh Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan beberapa pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa
faktor yang‘mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat
Daerah Kabupaten Solok Selatan yaitu dipengaruhi oleh dua faktor
diatas yaitu faktor sumber daya aparatur yang mana dalam ini yaitu para
petugas pemeriksa di Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan dan
juga faktor saran dan prasarana yang menjadi penunjang dalam
melakukan pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

Selatan terutama dalam melakukan fungsi pengawasan.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Analisis Pelaksanaan Fungsi

Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Pemerintah di Kabupaten

Solok Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1)

2)

Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan
mengacu kepada SOP yahg telah ditetapkan, yang mana Kasubag Umum
dan Kepegawaian menerima pengaduan untuk diserahkan kepada
Sekretaris, kemudian di teruskan kepada Inspektur untuk di telaah dan
disampaikan kepada Irbanwil agar dapat langsung membuat tim untuk
melakukan pemeriksaan, kemudian Irbanwil membuat Nota Dinas dengan
meminta persetujuan Inspektur dan diserahkan kepada Kasubbag Umum
dan Kepegawaian untuk dibuatkan surat tugas dan diserahkan kepada
Sekretaris untuk di periksa.Setelah itu, Irbawil membuat draf LHP dan
diserahkan kepada Subbag Perencanaan dan Keuangan untuk kemuadian
ditanda tangani 'Inspektur, dan dikembalikan lagi ‘kepada Irbawil sebagai
arsip.

Berdasarkan hasil analisis mengenai fungsi pengawasan pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Solok Selatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
yang dilakukan baik dari segi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian masih belum dapat dikatakan sepenuhnya efektif, ini

dikarenakan adanya ketidaktepatan waktu dalam melaksanakan
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pengawasan serta belum akuratnya data-data penyimpangan yang
ditemukan.

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Inspektorat Daerah
Kabupaten Solok Selatan yaitu meliputi sumber daya aparatur yang
memiliki pengetahuan dan skill pada bidang pekerjaanya serta tersedianya

sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan pengawasan.

5.2 Saran
Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat diberikan beberapa saran
sebagai berikut:

1. Sebaiknya agar Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat
mengusulkan  kepada pemerintah untuk penambahan sarana
kendaraan dinas bagi aparatur agar lokasi-lokasi yang jaraknya
cukup jauh dapat terjangkau.

2. Sebaiknya agar Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat
melakukan pengusulan tambahan pegawai melalui Badan
Kepegawaian _Daerah sesuai ~dengan i kebutuhan agar proses

pemeriksaan berjalan dengan maksimal dan juga tepat waktu.
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Lampiran 1 SOP Pemeriksaan kasus di Lingkungan daerah Kabupaten Solok Selatan

SOP Pemeriksaan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan

Pelaksana Mutu Baku
Kasubag Kasubag Irbanwil
No Uraian Prosedur Umum Dan |Perencanaan B Ket
Kepegawaian Dan Sekretaris | Inspektur |Kelengkapan| Waktu Output
keuangan
1. Menerima, mencatat pengaduan dan menyampaikan ke Sekretaris - - Lembar 15 Menit |- Lembar
disposisi Disposisi
2. Menerima pengaduan dan melanjutkan ke Inspektur. hl - Lembar 15 Menit |- Lembar
| I disposisi Disposisi
3. Menelaah, menggandakan dan diserahkan ke Irban terkait — - Lembar 15 Menit |- Lembar
1 | disposisi Disposisi
4. Membuat tim untuk melakukan pemeriksaan kasus dengan membuat Nota Dinas meminta - Lembar 1 Hari - Lembar
persetujuan Inspektur I Disposisi Disposisi
- Nota Dinas|
5. Menyerahkan persetujuan ND, dan melakukan pengecekan kepada PPTK , serta menyerahkan ke - Lembar 1 Hari - Lembar
Subag Umum Dan Kepegawaian untuk pembuatan Surat Tugas II I Disposisi Disposisi
- Nota Dinas
6. Membuat draf ST dan menyerahkan ke Sekretaris. — - Lembar 1 Hari Draf Surat
| J Disposisi Tugas
7. Memeriksa draf ST. Jika ada kesalahan, dikembalikan ke Kasubag Adm. & Umum untuk Draf Surat 1 Hari Draf Surat
diperbaiki. Jika setuju, diparaf dan diserahkan ke Inspektur. Tugas Tugas
8. Memeriksa draf ST. Jika ada kesalahan, dikembalikan ke Sekretaris. Jika setuju, ditandatangani Draf Surat 1 Hari Surat Tugas|
dan diserahkan ke Irbanwil terkait. Tugas
:1
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Pelaksana Mutu Baku
Kasubag Kasubag Irbanwil
No Uraian Prosedur UmumDan |Perencanaan . Ket
Kepegawaian Dan Sekretaris| Inspektur | Kelengkapan| Waktu | Output
keuangan
9.  [Melakukan pemeriksaan sesuai dengan ST, melaksanakan pemaparan, menyusun-drafi LHP Surat Tugas |4 hari Draf LHP
| I
10. |Draf LHP dikoreksi Subag Perencanaan dan Keuangan dan diteruskan ke Sekretaris untuk diparaf Draf LHP 1 hari Draf LHP
[ ]
11. |Menerima Draf LHP dan memaraf, selanjutya diserahkan ke Inspektur. Draf LHP 1 hari Draf LHP
12. |LHP Net ditandatangani Inspektur dan diserahkan ke Sekretaris untuk diperbanyak danidi Draf LHP 1 hari LHP
distribusikan ke SKPD terkait .
Petunjuk
Bupati
13. |Diterima Irban sebagai arsip LHP 1 hari LHP
( ) Petunjuk Petunjuk
Bupati Bupati

(Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan)
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